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MOTTO : 

“Akhir suatu hal lebih baik dari pada awalnya, panjang sabar  

lebih baik dari pada tinggi hati” 
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Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 40/PID.SUS/2012/PN.BR) 

ABSTRAK 

NAMA : VERA AGUSTUSSIA WINA 

NIM      : 02111001020 

 

Anak yang melakukan tindak pidana  tidak terlepas dari pertanggung jawaban 

hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas yang 
mulia bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi anak 
mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Pembunuhan 

berencana adalah tindakan yang  direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) 
sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu 

masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan 
cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Penulisan skripsi ini 
menggunakan metode penelitian  jenis normatif pendekatan  yang dipakai adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menggunakan sumber 
bahan sekunder yang mecakup data primer, sekunder, dan tersier agar diperoleh data 

yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini  menggunakan 
teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode 
analisa kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas bahan yang 

diperoleh kemudian menggunakan penarikan kesimpulan Induktif. Pembunuhan 
berencana yang dilakukan oleh anak  dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. 

menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan 
berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik 
keterangan para sanksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja 

Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus 
tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk 

bagian lainnya masih terdapat kelemahan.Mengenai Undang-undang 11 tahun 2012 
tentang sistem peradilan anak yang tidak khusus mengatur tentang sanksi tindak 
pidana pembunuhan berencana maka putusan yang dipakai tetap mengacu pada pasal 

340 KUHP dan dikembalikan pada kebasan Hakim.   

Kata kunci : Pembunuhan Oleh Anak 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. 

Batasan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman undang-

undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia 

menentukan tingkatan usia seseorang dikatakan sebagai anak. Namun undang-

undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia 

tersebut tidak memiliki keseragaman dalam menentukan tingkatan usia seseorang 

dapat dikatakan sebagai anak, berkaitan dengan masalah penentuan pertanggung 

jawaban pidana anak.1 

 Di dalam kehidupan masyarakat, tidak asing dan tidak jarang ditemukan 

seseorang yang dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (AKH). 

Seperti anak yang melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan 

sebagainya. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari 

pertanggung jawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya 

sehingga timbul tugas yang mulia bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang 

sesuai dan tepat bagi anak mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan 

yang panjang. 

                                                                 
1
 Paulus Hadisuprapto, Junivenile Delinquency ,Pemahaman dan penanggulangan anak, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 9 



Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi 

setiap Negara.2 Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku 

orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak 

secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama 

seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggung 

jawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya 

dilindungi hukum.3  

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih khusus diatur 

dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 

anak (SPPA) yang berlaku secara efektif pada tanggal 30 juni 2014. Substansi 

yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang 

menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini 

adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang 

dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan 

sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara 

wajar. 

                                                                 
2
 Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia, Sinar 

Grafika,Jakarta, 1983, hlm. 2 
3
 Mulyana W. Kusumah (ed), Hukum dan Hak-Hak Anak , Rajawali,Jakarta, 1986,  hlm .3 



Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang 

terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah 

serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi 

lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari 

solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak 

berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak 

dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.4 

Kejahatan yang akan ditulis pada penelitian ini adalah kejahatan 

menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak, yang telah diputus 

pada Putusan Pengadilan Negeri Barru nomor: 40/Pid.SUS/2012/PN.BR.  

Yang  amar putusannya Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”.  Kejahatan terhadap jiwa 

seseorang yang menimbulkan akibat matinya seseorang merupakan perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Praktek 

kejahatan  terhadap  jiwa  meliputi jumlah yang besar setelah kejahatan terhadap 

harta benda.5 

Pada kasus pembunuhan putusan nomor: 40/Pid.SUS/2012/PN.BR Sulawesi 

Selatan, Aliefka (17) dibantu dengan lima orang temannya melakukan 

pembunuhan berencana kepada korban yang bernama Pr. Munah (14), korban 

                                                                 
4
 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-

dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak diaskes pada tanggal 24 maret 2015 pukul 19:09  
5
 H.A.K. Moch Anwar (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Penerbit 

Alumni, Bandung, 1980, hlm. 88 



dibunuh karena terdakwa takut Pr.Munah melaporkan kepada orang tua terdakwa 

bahwa korban hamil, faktor tersebutlah yang membuat terdakwa melakukan 

pembunuhan kepada korban. Pembunuhan berencana  berencana ialah 

pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, 

berunding dengan orang lain yaitu ke lima temannya dan setelah itu memikirkan 

siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat itu dengan sedalam-

dalamnya terlebih dahulu sebelum tindakan itu dimulainya. Pembunuhan tersebut 

dilakukan terdakwa dengan cara menusuk perut korban sebanyak dua kali dan 

menusuk punggung korban juga sebanyak dua kali dengan menggunakan pisau. 

Dalam putusan terdakwa  dihukum dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka diruraikanlah masalah tindak pidana 

pembunuhan khususnya tindak pidana pembunuhan berencana dalam skripsi 

dengan judul TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG 

DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI BARRU NOMOR: 40/PID.SUS/2012/PN.BR. Sulawesi Selatan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, maka di 

identifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  putusan 

berupa pemidanaan selama 10 tahun tentang tindak pidana pembunuhan 



berencana yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri 

Barru nomor: 40/PID.SUS/2012/PN.BR? 

2. Bagaimana undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak mengatur masalah penjatuhan pidana terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk menganalisis dan  mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana yang 

dilakukan oleh anak. 

2. Untuk mengetahui undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak mengatur masalah tindak pidana pembunuhan 

berencana yang dilakukan oleh anak? 

D. MANFAAT PENELITIAN   

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan di bidang hukum acara pidana pada khususnya 

dan dapat dijadikan referensi dibidang hukum pada umumnya 

2. Manfaat  Praktis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam membuat 

putusan. Apakah sudah tepat dan sesuai dengan Pasal yang berlaku. 

 



E. KERANGKA TEORI 

1. Kerangka Teoritis 

Pembahasan dalam permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan 

pendekatan dengan teori kebebasan hakim, teori kepastian hukum dan teori 

putusan hakim. 

1. Teori keadilan 

Menurut Socrates, keadilan akan tercipta bilamana warga negara sudah 

merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan 

baik.pendapat ini terbatas pada nilai-nilai tertentu yang sudah diyakini 

atau disepakati6. 

Macam-macam keadilan: 

1) Keadilan Komutatif ( iustitia Commutativa) 

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang 

menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang 

2) Keadilan Distributif (iustitia distributiva) 

Keadilan memberikan kepada masing-masing orang apa yang 

menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau 

kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan 

3) Keadilan Legal (iustitia legalis) 

                                                                 
 
6
 www.hukum.online /2013/01/keadilan.html diaskes pada tanggal 25 maret 2015 pada pukul 

18:45 wib 



Keadilan berdasarkan undang-undang yang dilindungi Undang-

undang untuk kebaikan berasama  

4) Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) 

Keadilan yang memeberikan kepada masing-masing orang 

dihukum atau di denda sesuai dengan pelanggaran atau 

kejahatanya 

5) Keadilan Kreatif (iustitia creativa) 

Keadilan yang memebrikan kepada masing-masing orang 

bagiannya berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan 

kreatifitas yang di milikinya di berbagai bidang kehidupan. 

 

2. Teori Kebebasan Hakim 

Menurut Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam 

melaksanakan asas kebebasan Hakim guna dapat menjatuhkan putusan 

yang tepat maka hakim melakukan interpretasi dan konstruksi hukum 

dengan sebaik – baiknya. Seorang hakim seharusnya terjun ke dalam 

tengah – tengah masyarakat untuk mengenal sikap tindak dan prilaku di 

dalam masyarakat, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum, 

dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.7 
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Kemandirian dan kebebasannya Hakim pada dasarnya harus 

memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang diambilnya dapat 

memberikan kepastian hukum, kebenaran, keadilan serta memberi 

manfaat bagi masyarakat. Secara yuridis Hakim telah dijamin 

kebebasannya serta kedudukannya di dalam Undang – Undang Dasar 

1945, Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan 

Kehakiman.8 

Kebebasan Hakim dalam mengambil putusan pada dasarnya 

bukan bebas dalam arti sebebas – bebasnya tanpa batas tetapi bebas yang 

berdasar hukum, karena didalam Undang – Undang Hakim diwajibkan 

untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga 

harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada Tuhan, masyarakat, 

bangsa, dan negara serta terhadap dirinya sendiri. Kemampuan Hakim 

dalam mendapatkan fakta – fakta kongkrit menjadi fakta – fakta hukum 

selanjutnya dapat diterapkan dengan norma hukum yang ada serta 

bagaimana hakim memanfaatkan kemampuannya baik dari segi ilmu 

hukum atau ilmu yang lain serta peranan dan kedudukannya akan dapat 

dilihat dari hasil putusannya. Demikian pula putusan Hakim akan dinilai 
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oleh masyarakat apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hati nurani 

masyarakat (rasa keadilan masyarakat).9 

3. Teori Putusan Hakim 

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 

pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para 

pihak.10 

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan: 

1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib 

2) Putusan bebas 

3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

Sesudah putusan pemidanan diucapkan, hakim ketua sidang wajib 

memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu :11 

1)  Hak segera menerima atau segera menolak putusan 
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2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau 

menolak putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan 

yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan 

diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) 

jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

3)  Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang 

waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat 

mangajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat 

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang- 

Undang Grasi). 

4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan 

dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa 

yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ,Pasal 196 ayat (3) jo. 

Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 

a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam pasal 

235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh 

pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktuwaktu 



dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu 

tidak boleh diajukan lagi (pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana).12 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.13 

Dalam penelitian ini,  menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah penelitian 

hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif 

dikonsepsikan sebagai aturan atau norma. Penelitian hukum normatif 

yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier.14 
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2. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach)15 yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.16 

3. Sumber bahan  

Sumber bahan yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini 

adalah sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada 

(peneliti sebagai tangan kedua) yang terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber 

seperti  buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.  

a.  Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang isinya mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu :  

1.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

2.  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
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 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitain Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 
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3.  Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan   

pidana anak 

4. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak  

5.Putusan pengadilan negeri Barru nomor: 40/PID.SUS.2012/PN.BR 

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami 

bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil    penelitian dan bahan 

pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 

kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Agar diperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam 

penelitian hukum ini  menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan. Dengan Library Research, yang dijadikan pedoman atau 

petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta 

menemukan penyelesaiaan bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam 

penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-



undang, buku-buku, majalah serta tulisan-tuli san ilmiah yang berhubungan 

dengan judul skripsi. 

5. Teknik Analisis Bahan 

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, 

karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan bahan. Dalam sebuah 

penelitian hukum normatif, pengolahan bahan pada hakikatnya berarti 

kegiatan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.17 Dalam 

penulisan hukum ini, Penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu 

memperkuat analisa dengan melihat kualitas bahan yang diperoleh.  

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu bertolak dari 

suatu proposisi khusus yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada 

suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum18. Hasil analisis penelitian yang 

bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh 

kesimpulan yang menjawab permasalahan. 
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